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<b>ABSTRAK</b>

Perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional pada akhirnya berimbas pada perubahan politik di tingkat
pedesaan. Penerapan beberapa kebijakan politik yang merupakan bagian dari proses demokratisasi seperti
otonomi daerah atau khususnya otonomi desa, peraturan baru tentang pemilihan umum dan kepartaian
berdampak pada perubahan struktur kelembagaan desa dan perilaku politik di dalamnya. Lebih jauh,
konstelasi kekuasaan di tingkat desa pun berubah. Perubahan-perubahan ini tampak pada kasus pengambilan
keputusan di Desa Gede Pangrango. Studi ini berusaha menjelaskan terjadinya perubahan peran alit desa
dalam perubahan politik yang terjadi sgjak penerapan otonomi daerah tahun 2000 di Desa Gede Pangrango.

Temuan-temuan yang berhasil diperoleh dari studi ini meliputi hal-hal yang akan dirinci sebagal berikut.
Pertama, telah terjadi perubahan sumber dan hubungan kekuasaan elit desa yang berimplikasi terhadap
terjadinya pergeseran konstelas €lit desa. Beberapa sumber kekuasaan yang pada masa lalu kuat
pengaruhnya bagi kekuasaan €lit tertentu, kini berubah melemah. Sumber kekuasaan yang melemah itu
misalnya kemampuan bela diri (jawara), adat dan birokrasi. Sebaliknya, ada beberapa sumber kekuasaan
yang menguat peranannya dalam konstelasi politik desa, yaitu keterampilan, prestasi, dan dukungan massa
atau simpatisan terhadap partai politik. Menguatnya pengaruh keterampilan dan prestasi sebagai sumber
kekuasaan ditunjukkan dengan menguatnya pengaruh elit pemuda yang menunjukkan prestasi dan
keterampilan menonjol dalam masyarakat. Elit parta politik yang mendapat legitimasi kuat pada pemilu
juga menunjukkan peningkatan pengaruhnya dalam politik desa. Sedangkan dalam hubungan kekuasaan,
dominas €elit formal desa dalam pembuatan keputusan desa yang tampak pada masa lalu, kini berubah.
Kekuasaan elit formal desatelah diimbangi oleh pengaruh elit formal baru di BPD, sebagai lembaga
perwakilan desa yang baru, dan ditambah dengan kontrol masyarakat melalui gerakan massa.

Kedua, dalam konstelasi elit desa tersebut, muncul elit formal baru yang memiliki pengaruh besar dalam
pengambilan keputusan desa. Dibentuknya BPD sebagai lembaga perwakilan yang lebih otonom dan
representatif berdasarkan UU N0.22/1999, Kepmendagri N0.64/1999 dan Perda K abupaten Sukabumi
N0.2/2000, memunculkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai elit formal baru mendampingi eksekutif dan
birokras desa.

Ketiga, telah terjadi perubahan sikap, perilaku dan peranan elit dalam perwakilan desa. Lembaga perwakilan
desa pada masa Orde Baru berada pada posisi subordinat di bawah eksekutif desa. Fungsinyatidak lebih dari
lembaga yang mengesahkan keputusan eksekutif desa. Setelah penerapan otonomi daerah, lembaga
perirakilan menjadi lebih representatifdan otonom dari intervensi kepala desa.
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Keempat, dominasi kepala desa terhadap lembaga perwakilan desa telah berakhir. Sebagai dampak dari
kemunculan elit formal baru dalam konstelasi politik desa, kel;uasaan kepala desa dapat diimbangi. Dalam
beberapa kasus pembuatan keputusan di desa Gede Pangrango, tampak kecenderungan kekuasaan BPD |ebih
kuat. Dalam rapat-rapat BPD, terdapat temuan kelima, yaitu telah terjadi perubahan dalam proses
pembuatan keputusan dari kecenderungan musyawarah-mufakat ke penerimaan pemungutan suara.

Keenam, intervens pemerintah tingkat atas desa terhadap proses pembuatan keputusan desa telah berakhir.
Di desa Gede Pangrango, pemerintah atas desatidak lagi melakukan intervensi terhadap pembuatan
keputusan. Pemerintahan desa menunjukkan kecenderungan otonomi daiam pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan desa. Kehadiran pemerintah atas desa dalam rapat-rapat desa bukan dalam rangka
mempengaruhi keputusan tetapi |ebih bersifat seremonial.

Ketujuh, peranan massa dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan desa telah meningkat. Pada
masa Orde Baru, masyarakat tidak pernah menunjukkan kecenderungan untuk melakukan tindakan tindakan
dalam rangka mempengaruhi pembuatan keputusan, seperti dengan melakukan demonstrasi. Seiring
penerapan otonomi desa, telah terjadi beberapa kali aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat desa
untuk mendesakkan agenda kebijakan politik kepada pemerintahan desa dan pemerintah atas desa. Dan yang
penting untuk dicatat di sini adalah bahwa peranan mereka dalam mendesakkan agenda kebijakan dapat
dikatakan efektif karena kernudian tuntutan yang digjukan dalam demonstrasi ditanggapi serius oleh BPD
dengan ,pembuatan beberapa keputusan penting. Ini menunjukkan bahwa peranan massa dalam proses
pembuatan keputusan di desa Gede Pangrango telah meningkat.

Secarateoritis, studi ini menunjukkan relevansi dan revisi terhadap beberapa teori yang digunakan, serta
mengkonstruksi teori baru tentang kemunculan elit formal baru dalam konstelas politik desa. Kasus
pembuatan keputusan di desa Gede Pangrango menunjukkan relevans teori sirkulasi elit dari Mosca,
Schoorl dan Alfian; tipologi elit berdasarkan sumber kekuasaan seperti dibuat oleh Kappi, Buntoro,
Hofsteede dan Iberamgjah; sertarelevans teori pembuatan keputusan dari Gibson bahwa pembuatan
keputusan merupakan proses dinamis yang dipengaruhi berbagai faktor.

Di samping relevansi beberapateori di atas, kgjian kasus desa Gede Pangrango menunjukkan perlunyarevisi
terhadap beberapateori. Dikotomi elit formal-informal yang dilakukan oleh Tjondronegoro, Ismani dan
Kuntjaraningrat tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Kemunculan alit formal baru yang memiliki
karakter formal, namun memposisikan diri di luar elit forma membuat konsep elit formal dan informal lebur
dalam fenomenaini, sehinggateori dikotomisini tidak dapat diterapkan secara kaku. Sirkulasi €lit yang
diterjemahkan sebagai pergantian elit oleh Mosca, Schoorl dan Alfian, kurang tepat untuk diterapkan dalam
kasus ini karena yang terjadi adalah pergeseran konstelas €lit, bukannya pergantian elit. Selain itu, sumber
kekuasaan €lit tidak terbatas pada sumber kekuasaan yang diungkapkaan oleh Andrain, Budiardjo,
Anderson, Kappi, Buntoro, Hofsteede dan Iberamgjah, tetapi Iebih jauh lagi terdapat varian baru sumber
kekuasaan, yaitu kepribadian dan kemampuan memecahkan masal ah-masalah masyarakat. Temuan studi ini
juga menunjukkan bahwa selain scope dan domain of power (Lasswell dan Kaplan) terdapat konsep lain
yang penting dalam mempelgari kekuasaan, yaitu saluran kekuasan. Terakhir, pembuatan keputusan di desa



yang menurut Wahono cenderung menggunakan mekanisme musyawarah-mufakat, dalam kasus Desa Gede
Pangrango ini mengalami pergeseran dengan diterimanya mekanisme voting sebagai salah satu alternatif
pengambilan keputusan.



